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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 47 7 1 /Kpts / pK. 350 / F / 04 / 2026

TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN DARURAT OBAT HEWAN VAKSIN

AVAC AFRICAN SWINE FEIr'ER 
'IIIE 

PADA BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang a

b

bahwa untuk ketersediaan obat hewan selama kondisi
kedaruratan pengendalian dan penanggulangan penyakit
hewan Afican Su.tine Feuer (ASF) pada babi, dilakukan uji
lapang terbatas terhadap vaksin AVAC ASF liue oleh
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut
Pertanian Bogor yang merupakan mitra penelitian dari pT.
Putra Perkasa Genetika dan telah dilakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi AVAC ASF .Liue
Vaccine oleh Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi
Obat Hewan (BBMPSOH);
bahwa berdasarkan hasil laporan uji lapang terbatas yang
dilakukan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis,
Institut Pertanian Bogor, serta hasil laporan monitoring dan
evaluasi pasca vaksinasi AVAC ASF l,lue yang dilakukan
BBPMSOH diperoleh hasil bahwa vaksin tersebut memiliki
potensi yang cukup menimbulkan kekebalan terhadap
virus ASF dan aman digunakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta memenuhi Lampiran
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2OZS
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pertanian perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang
Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan Vaksin
AY AC Afican Suine Feuer Liue Pada Babi;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor S015) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomoi
41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);
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2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2027 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O21 Nomor 36) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6900);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5543);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
711s);
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14l,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan
Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1025);

Surat PT. Putra Perkasa Genetika Nomor 169 IPPGI
Vlll2023 tanggal 25 Juli 2023 hal Permohonan
Pendaftaran Obat Hewan AVAC ASF Liue Vaccine;
Rekomendasi Komisi Ahli Obat Hewan pada Rapat
Pembahasan Persetujuan Penggunaan Darurat Obat
Hewan AVAC ASF Liue Vaccine pada tanggal 15 April
2026;
Surat PT. Putra Perkasa Genetika Nomor 056/ PPG/
IV 12026 tanggal 7 April 2026, pen}:,al Permohonan
Perpanjangan Izin Penggunaan Darurat Obat Hewan
(AVAC ASF,Liuei;
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Vaksinasi
Afican Suine Feuer (ASF) AVAC ASF .Liue Vaccine darr
BBPMSOH;
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Menetapkan :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama Obat Hewan :

Produsen Obat Hewan :

Komposisi

Klasilikasi
Kemasan

Indikasi

MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN TENTANG PERSETUJUAN
PENGGUNAAN DARURAT OBAT HEWAN VAKSIN AVAC
AFRICAN SWINE FEI/ER .LIIIEPADA BABI.

Menyetujui dan memberikan persetujuan Penggunaan Darurat
Obat Hewan kepada PT. Putra Perkasa Genetika selaku
pemohon pendaftaran obat hewan.

Penggunaan Darurat Obat Hewan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, dengan spesifikasi teknis sebagai
berikut:

AVAC ASF LIVE VACCINE.
AVAC VIBTNAM JOINT STOCK
COMPAI{Y.
Setiap dosis mengandung virus
aktif ASF-G-AMGF-DMAC minimal
103,s HADso. Adjuvant: trehalose 5
mg, K2HPO4 0,04 mg, KH2PO4
0,06 mg, Glycine 1,1 mg.
Obat Keras.
10 (sepuluh) dosis, 20 (dua puluh)
dosis, dan 50 (lima puluh) dosis.
Pencegahan terhadap infeksi
Afican Sutine Feuer (ASF) Virus
pada babi.
Pemakaian injeksi secara
intramuskular.

Keterangan lain

Pemilik Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu

obat hewan yang didistribusi dan digunakan, termasuk
memastikan masa berlakunya;

b. melaporkan realisasi pemasukan, distribusi, dan
penggunaan obat hewan setiap 6 (enam) bulan selama
persetujuan penggunaan darurat kepada Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

c. melakukan dan melaporkan kegiatan Monitoring Efek
Samping Obat Hewan (MESOH).

Monitoring keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dapat dilakukan sewaktu-
waktu apabila ditemukan bukti baru terkait keamanan,
khasiat dan mutu obat hewan.

KELIMA

KESATU

Penggunaan darurat obat hewan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring keamanan,
khasiat, dan mutu obat hewan dilakukan oleh petugas yang
berwenang pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi
Obat Hewan sesuai dengan jadwal monitoring.
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KEENAM

KETU.'UH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan
khasiat, dan mutu obat hewan, persetujuan
darurat obat hewan harus dihentikan.

keamanan,
Penggunaan

Persetujuan Penggunaan Darurat sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, berlaku selama 12 (dua belas) bulan
sejak keputusan direktur jenderal ini ditetapkan dan dapat
diperpanjang apabila masih diperlukan.

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan,
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan Nomor 3693/KPTS/PK31O/Fl04l2025 tentang
Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan AVAC ASF Liue
Vaccine pada Babi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan Direktur Jenderal
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Jakarta
22 ApriL 2026

R JENDERAL PETERNAKAN DAN
HEWAN,

UG DA

{eRlA
p

1252003121OOr

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan

hewan seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan

kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
6. Yang bersangkutan.
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